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Delegasi Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 

Usaha Bank Syariah Perspektif Teori Mas}lah}ah  
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ABSTRAK 

Mahar Darmawan 

NIM.1817301024 

 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

 Regulasi perbankan syariah dinilai belum sempurna. Karena dinilai 

undang-undang tersebut tidak mengatur prinsip-prinsip yang ada pada kegiatan 

perbankan syariah dan hanya mengatur mengenai kelembagaan perbankan syariah 

saja. Hal ini kemudian dibawa oleh Rega Felix ke Mahkamah Konstitusi untuk 

judicial review. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan 

delegasi kewenangan dalam penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank 

syariah.  

 Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan 

artikel. pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yang 

mengarah pada penelitian melalui bahan Pustaka seperti penelusuran pada 

berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

dengan menggunakan pendekatan perspektif teori mals}lalh}alh. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terkait 

pemindahan otoritas penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah dari MUI 

ke BI atau OJK memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini 

disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, kekhususan penyelenggaraan 

perbankan syariah akan hilang karena adanya organ lain yang terlibat dalam 

menentukan prinsip syariah. Kedua, penetapan prinsip syariah akan dilakukan 

langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mewakili kepentingan 

mayoritas umat Islam. Dilahirkannya syariah demi kemaslahatan manusia baik itu 

jangka pendek maupun jangka Panjang. Analisis mas{lah{ah dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah mas{lah{ah mursalah. 
Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi islam, seringkali transaksi dan 

produk perekonomian jauh lebih cepat dari perkembangan hukumnya. Sehingga 

dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada di dalam al-Qur‟an 

maupun dalam hadits. Dalam hal ini peran DSN-MUI sangat penting untuk 

mengimbangi perkembangan ekonomi yang cepat. 

 

Kata Kunci: Delegasi Kewenangan, Prinsip Syariah, Teori Mals}lalh}alh, Putusan 
Mahkamah Konstitusi 

  



 
 

 

vi 

 

MOTTO 

 

Yakin Usaha Sampai 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 |S|a s ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 {h} h ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 |Z|al z ذ
Ze (dangan titik di 

atas) 

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 {S}ad s ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {D}ad d ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 {T}a’ t ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 {Z}a’ z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع
Koma terbalik di 

atas 
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 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L „el ؿ

 Mim M „em ـ

 Nun N „en ف

 Waw W W ك

 Ha‟ H Ha ق

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

B. Ta’ Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Mas{lah~ah المصلحة

 Ditulis Mursala<h المر سلة

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

C. Vokal Pendek 

---  َ--  Fath^ah Ditulis A 

---  َ--  Kasrah Ditulis I 

---  َ--  D}’ammah Ditulis U 

D. Vokal Panjang 

1. Fath^ah + alif Ditulis a> 

 Ditulis S}a>h}ib al-ma>l صاحب الماؿ 

.2.  Kasrah + ya‟mati Ditulis i> 
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 <Ditulis Al-Zuh}ayli  الزحيلي 

E. Vokal Rangkap 

1. Fath^ah + ya’ mati Ditulis Ay 

-Ditulis  Wahbah al كهبه الزحيلي 
Zuh}ayli> 

F. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

ضالقرا  Ditulis Al-Qira>d} 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peristiwa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 

lalu merupakan momen kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Momen 

itu juga menjadi cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Dimana bank konvensional mulai meluaskan usahanya dengan mendirikan 

bank syariah.
1
 Ada tiga fungsi utama dari bank syariah: yang pertama, 

deposito dan investasi dari pengumpulan dana masyarakat. Kedua, 

memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. 

Dan yang ketiga yaitu menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan 

syariah.
2
  

 Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam. Hal ini 

menjadi captive market yang menguntungkan untuk pengembangan 

perbankan syariah. Captive market sendiri mempunyai makna bahwa 

kebanyakan penduduk suatu wilayah mempunyai sudut padang psikologi 

untuk lebih mengutamakan menggunakan pelayanan bank syariah karena 

jaminan keamanan (halal) yang ditawarkan dan dengan catatan bahwa 

kemudahan dan pelayanan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak akan 

mengecewakan.
3
 

                                                             
              

1
Andrew Shandy Utama, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan 

Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, no. 2, 

2018, hlm, 198. 
2
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 23. 

3
 Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman 

(Yogyakarta: Ekonesia, 2006), hlm. 14. 
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 Karena perlunya aturan untuk meregulasi tentang perbankan syariah, 

maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya 

disebut DPR) memulai untuk merancang undang-undang untuk mengatur 

perbankan syariah secara khusus. Selesailah rancangan undang-undang 

tersebut pada tanggal 16 Juli 2008 dan disahkan menjadì Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008. Melalui undang-undang ini, diharapkan pelaku bisnis 

syariah dan Masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum dalam 

menjalankan bisnis yang murni syariah.
4
 Secara filosofi yuridis, undang-

undang ini telah memenuhi kepastian hukum dan tuntutan rasa keadilan para 

pencari keadilan. Khususnya menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah.
5
 

Penggalian potensi dan wujud konstribusi masyarakat dalam 

perekonomian nasional dapat melalui pengembangan sistem ekonomi yang 

berdasarkan nilai-nilai Islam dengan membawa prinsip-prinsipnya ke dalam 

sistem hukum nasional. Nilai-nilai kemanfaatan, keadilan keuniversalan, dan 

keseimbangan ada dalam prinsip syariah. Nilai-nilai tersebut lalu 

diimplementasikan pada perbankan syariah dengan menjadikan prinsip 

syariah sebagai dasar pada perbankan syariah.
6
 Pembangunan syariah sendiri 

dipengaruhi oleh upaya dan pemikiran dari para ulama dan para ahli ekonomi 

                                                             
4
 Halil Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah”, Jurnal Al-Qisthu, Vol. 15, no. 1, 2015, 

hlm. 44. 

              
5
 M. Ali Mansyur, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di 

Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Ed. Khusus, 2011, hlm. 75. 

                
6
  Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Unes 

Law Review, Vol. 2, no. 3, 2020, hlm. 293. 
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Islam. Baik dari institusi maupun individu, juga kemajuan dan perkembanhan 

perbankan syariah di dunia internasional.
7
 

Dalam perkembangannya, regulasi perbankan syariah dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinilai belum sempurna. Karena dinilai 

undang-undang tersebut tidak mengatur prinsip-prinsip yang ada pada 

kegiatan perbankan syariah dan hanya mengatur mengenai kelembagaan 

perbankan syariah saja. Karenanya, pendalaman prinsip syariah yang 

seharusnya diatur pada tingkat undang-undang (selanjutnya disebut UU) 

malah tidak diatur di dalam UU Perbankan Syariah, justru didelegasikan 

kepada Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI), Bank Indonesia 

(selanjutnya disebut BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut 

OJK). Hal ini yang kemudian dibawa ke MK oleh Rega Felix untuk 

pengujian materiil. Pemohon berprofesi sebagai advokat yang meliki usaha 

memberikan jasa hukum. Setiap warga negara mempunyai hak untuk 

melakukan usaha apapun guna mengembankan diri sendiri seiring dengan 

perkembangan zaman. Maka dari itu pemohon memiliki hak untuk 

menggunakan berbagai macam produk kegiatan usaha bank syariah yang 

sesuai dengan kebutuhan Pemohon. Dan hal ini memiliki landasan hukum 

yang kuat. Namun, Pemohon menyadari UU yang mengatur perbankan 

syariah dinilai tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk 

                                                             
              

7
 Sofyan Mei Utama, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di 

Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, no. 2, 2012, hlm. 565. 
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hukum dan saling bertentangan. Hal itu menjadikan Pemohon memiliki 

keraguan.
8
 

Rega Felix mengatakan jika pengaturan perbankan syariah tidak jelas 

sehingga ia mengalami kerugian konstitusional karena ia tidak mendapatkan 

haknya. Hal ini menurutnya, dikarenakan oleh ketentuan Pasal 1 angka 12 

dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah yang di 

dalamnya berisi delegasi blangko kepada MUI ataupun BI/OJK. Akibatnya, 

ketidakpastian hukum dan kejanggalan pengaturan perbankan syariah terjadi. 

Dalam permohonan Judicial Review, Rega menuturkan, UU 

Perbankan Syariah hanya mengatur masalah umum, atau hanya mengatur soal 

kelembagaan perbankan syariah saja. Tidak mengatur prinsip-prinsip yang 

ada pada kegiatan usaha bank syariah. Karenanya, pendalaman prinsip 

syariah yang seharusnya diatur pada tingkat UU malah tidak diatur di dalam 

UU Perbankan Syariah, melainkan melalui Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU 

Perbankan Syariah yang didelegasikan kepada MUI untuk ditetapkan sebagai 

fatwa yang kemudian dijelaskan secara rinci ke dalam peraturan BI atau OJK 

setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.
9
 

Adanya pendelegasian ini menjadikan seolah OJK mempunyai celah 

untuk tidak mengaturnya ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Delegasi blangko dan dualisme kewenangan ini menjadikan masyarakat 

beranggapan adanya dualisme antara hukum negara dan hukum agama. 

                                                             
8
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5. 

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, hlm. 5. 
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Sehingga akan muncul anggapan bahwa mengikuti hukum agama lebih utama 

daripada hukum negara. 

Rega melanjutkan, bahwa hal itu harus segera diperbaiki. Karena jika 

tidak, perbankan syariah yang sedang tumbuh akan jatuh karena tidak 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Ini tentunya merugikan hak 

konstitusional Pemohon sebagai nasabah dari perbankan syariah. Selain itu, 

Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 26 UU Perbankan Syariah menjadikan 

materi muatan yang seharusnya diatur di dalam UU, menjadikan diatur oleh 

MUI/OJK.
10

 

Namun, permohonan Judicial Review Rega dinyatakan ditolak oleh 

hakim pada Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021. Sebab menurut hakim, 

norma pemuatan dalam peraturan perundang-undangan dan penentuan prinsip 

syariah telah ditempatkan dengan proporsional dan tepat. Proporsionalitas 

substansi prinsip syariah sudah seharusnya ditentukan berdasarkan fatwa 

MUI yang telah diberikan mandat oleh negara. Hal ini karena MUI 

merupakan salah satu pemegang otoritas agama yang diakui oleh umat Islam 

di Indonesia. Selain itu, BI/OJK yang mewakili otoritas negara pada bidang 

jasa keuangan atau perbankan syariah melakukan pemuatan fatwa ke dalam 

bentuk hukum peraturan perundang-undangan.  

Islam sebagai agama memiliki relevansi yang terus berlanjut dengan 

perubahan zaman. Agama ini mampu menyesuaikan diri dengan konteks 

lingkungan sekitarnya dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang 

                                                             
10

 Sri Pujianti, “Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional”, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473. Diakses pada tanggal 2 Oktober 

2022. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473
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muncul pada setiap periode waktu ketika agama ini dianut oleh penganutnya. 

Islam juga mengajarkan beberapa prinsip hidup yang menyebabkan 

keberkahan dan menjadi sumber keselamatan bagi para pengikutnya. Selain 

itu, dalam prinsip dan peraturannya, Islam juga menetapkan standar keadilan 

dan kesetaraan dalam hal ekonomi. Dalam konteks kegiatan ekonomi, penting 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islami guna mencapai tujuan ekonomi itu 

sendiri, sejalan dengan prinsip mas{lah{ah (kemaslahatan umum). 

Menurut balhalsa l, mals}lalh}alh bermalknal malnfa l‟alt daln kebalikaln. Menurut 

Almir Sya lrifuddin a ldal 2 bentuk mals}lalh}alh:
11

  

1. Jallb all-malnal>fi’ a ltalu membalwa l ma lnfala lt. Da llalm a lrti, mewujudkaln ma lnfa lalt, 

kebalika ln, daln kesena lnga ln untuk segena lp malnusia l. Ka lda lngka lla l a ldal 

kebalika ln daln kesenalnga ln ya lng diralsa lka ln lalngsung sua ltu perbualta ln ya lng 

diperintalhka ln kepa ldalnya l, pun a lda l juga l keba lika ln da ln kesenalnga ln 

diralsa lka ln di keesokaln ha lrinya l, a ltalu balhka ln di Ha lri Kemudialn (a lkhiralt). 

Sega lla l a lpal ya lng diperinta lhkaln oleh Allla lh swt berla lku guna l mewujudka ln 

kebalika ln daln malnfa la lt seperti itu. 

2. Dalr’u all-malfa>sid memiliki alrti menghinda lri umalt malnusia l dalri keburukaln 

da ln kerusalka ln. Kerusa lka ln da ln keburuka ln pun alda l ya lng la lngsung 

diralsa lka ln oleh seseoralng ketika l melalkuka ln perbualtaln ya lng dila lra lng. Pun 

a ldal juga l ya lng mera lsa lkaln kesenalnga ln ketikal melalkukaln perbualtaln ya lng 

seha lrusnya l dilalra lng. Teta lpi ya lng dira lsa lka ln setelalh itu alda llalh kerusalka ln 

                                                             
               

11
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 

208. 
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da ln keburukaln. Misa llnya l: meminum minuma ln ya lng ma lnis ba lgi ora lng 

ya lng mengida lp penya lkit gula l. 

 Mals}lalh}alh juga l da lpa lt dijaldikaln seba lga li da llil denga ln sya lra lt :
12

 

1. Mals}lalh}alh tersebut bukaln mals}lalh}alh ya lng diduga l a ltalu dialsumsika ln. Tetalpi 

ha lrus Mals}lalh}alh ya lng ha lkiki; 

2. Kema lsla lha ltaln tersebut halrus ya lng kemalslalha ltaln umum, bukaln 

kemalsla lhalta ln khusus a ltalu pribaldi; 

3. Kema lsla lha ltaln tersebut halrus sesua li denga ln malqal>s}id all-syalri>’alh da ln tida lk 

bersebralnga ln denga ln da llil sya lra l; 

4. Kema lsla lha ltaln tersebut halrus sejalla ln da ln selalrals denga ln a lka ll sehalt 

malnusia l. Tidalk boleh bertentalnga ln denga ln a lkall seha lt malnusial; 

5. Penga lmbilaln kemalsla lhalta ln tersebut halrus untuk mereallisalsika ln 

kemalsla lhalta ln d}alru>riyyalh, buka ln kemalslalha ltaln h}a>ljiyalh a ltalu talh}si>niyyalh. 

Putusan MK terbaru ini menarik untuk dibahas. Karena MK menolak 

pengujian materil UU Perbankan Syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 65/PUU-XIX/2021 di dalam putusannya. Karena hakim berpendapat 

bahwa pasal yang diajukan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, 

norma penentuan prinsip syariah dan pemuatan dalam peraturan perundang-

undangan telah ditempatkan secara tepat dan proporsional. Hakim Konstitusi 

Saldi Isra menyebutkan bahwa proporsionalitas substansi prinsip syariah 

sejatinya ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang 

otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia. serta telah pula diberi 

                                                             
              

12
 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140. 
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mandat oleh negara. Sementara itu, untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk 

hukum peraturan perundang-undangan telah pula dilakukan oleh organ yang 

mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah 

yakni BI atau OJK.  

 Berda lsa lrka ln uralialn ya lng telalh penulis pa lpalrka ln, peneliti tertalrik 

untuk meliti mengena li “Kewenalnga ln Delega lsi Penentualn Prinsip Sya lria lh 

Da llalm Kegia lta ln Usa lha l Ba lnk Sya lrialh (Studi a lta ls Putusa ln MK 

Nomor 65/PUU-XIX/2021) denga ln memperhaltikaln kesesualia ln putusaln 

tersebut paldal teori mals}lalh}alh.”. 

B. Definisi Operasional  

1. Delegasi Kewenangan 

Delega lsi bermalkna l pelimpalha ln wewenalng da lri orga ln pemerintalhaln 

kepalda l orga ln la linnya l guna l menga lmbil keputusa ln alta ls talnggung ja lwa lbnya l 

sendiri. Pemberialn wewena lng denga ln delega lsi ini memilik a lrti balhwa l 

pemberi wewenalng tela lh lepals da lri talnggung ja lwa lb hukum malupun da lri 

tuntutaln pihalk ketiga l jikal dalla lm pengguna laln wewenalng itu menyeba lbka ln 

kerugia ln kepalda l pihalk la linnya l.
13

 Da lla lm penelitialn ini, delegalsi diberikaln 

oleh nega lra l kepalda l MUI seba lga li sa lla lh sa ltu pemega lng otoritals a lga lma l ya lng 

dialkui umalt Isla lm di Indonesia l untuk pemualtaln fa ltwa l ke dallalm bentuk 

hukum peralturaln perundalng-unda lnga ln. 

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah 

                                                             
13 Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan 

(Welfare States), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 36, 2013, hlm. 139. 
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Kegia lta ln Usa lha l Ba lnk Sya lria lh meliputi menghimpun da lnal da llalm 

bentuk simpalna ln berupal ta lbunga ln, giro, deposito a ltalu bentuk lalinnya l. 

Juga l menya llurka ln pembialya la ln, serta l jalsa l lalinnya l denga ln berda lsa lrkaln 

pa ldal a lkald Sya lria lh. Da llalm penelitialn ini, ya lng dimalksud denga ln kegia lta ln 

usa lha l balnk sya lria lh merujuk palda l palsa ll 19, 20 daln 21 UU Nomor 21 

Talhun 2008 Tentalng Perba lnka ln Sya lria lh. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusa ln ini merupalka ln putusa ln tingka lt pertalmal da ln tera lkhir ya lng 

dimalna l sifaltnya l suda lh fina ll guna l menguji unda lng-unda lng terha ldalp 

Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l.Putusa ln Malhka lmalh 

Konstitusi pun dialngga lp telalh berkekualta ln hukum. Putusaln Ma lhka lmalh 

Konstitusi juga l dia lngga lp tela lh berkekualta ln hokum, juga l tida lk a lda l upa lya l 

hukum a lpalpun ka lrena l sifa ltnya l mengika lt ba lgi ma lsya lra lka lt juga l pa lra l piha lk 

lalinnya l. Da lla lm penelitialn ini ya lng dimalksud denga ln putusa ln a ldalla lh 

Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 ya lng 

memutuskaln terkalit perkalral pengujia ln Unda ln-Unda lng Nomor 21 Ta lhun 

2008 Tentalng Perba lnka ln Sya lria lh Pa lsa ll 1 a lngka l 12 da ln Pa lsa ll 26 a lya lt (1), 

a lya lt (2), da ln alya lt (3). 

4. Mas}lah}ah 

 Menurut balhalsa l, mals}lalh}alh bermalknal malnfal‟a lt daln kebalikaln. 

Mals}lalh}alh secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima 

oleh akal yang sehat. Dalla lm penelitialn ini, ya lng di malksud denga ln 
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mals}lalh}alh a lda llalh nilai kemalslalha ltaln atau kemanfaatan dalam meliha lt 

Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 

C. Rumusan masalah 

1. Ba lga limalna l delegalsi kewenalnga ln penentualn prinsip sya lrialh da llalm 

kegia ltaln usa lha l ba lnk sya lria lh pa ldal Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021? 

2. Ba lga limalna l delegalsi kewenalnga ln penentualn prinsip sya lrialh da llalm 

kegia ltaln usa lha l ba lnk sya lria lh pa ldal Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021 perspektif teori mals}lalh}alh? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujualn Penelitialn 

a. Alga lr mengeta lhui delegalsi penentualn prinsip sya lria lh da llalm kegia ltaln 

usa lha l balnk sya lria lh paldal Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021. 

b. Alga lr mengeta lhui kewenalnga ln delega lsi penentualn prinsip sya lria lh  

da llalm kegia ltaln usa lha l balnk sya lria lh pa ldal Putusa ln Ma lhka lmalh 

Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 perspektif  teori mals}lalh}alh. 

2. Ma lnfa lalt Penelitialn 

a. Ma lnfa lalt Teoritis 

Da llalm ha ll ini, peneliti berha lralp da lpa lt menyumba lngka ln pemikira ln 

ba lru ya lng memba lngun, memberikaln malnfa lalt, serta l menyempurna lka ln 

teori-teori ya lng suda lh a lda l sebelumnya l, khususnya l di Universita ls Isla lm 

Negeri (UIN) Sa lifuddin Zuhri, juga l memberikaln walwa lsa ln terhaldalp 
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Hukum Ekonomi Sya lria lh da ln da lpa lt dijaldikaln referensi malupun balha ln 

ba lcala ln balgi penelitialn sela lnjutnya l. 

b. Ma lnfa lalt Pra lktis 

 Ha lsil penelitialn ini dihalralpka ln dalpa lt memberikaln wa lwa lsa ln 

informalsi kepalda l malsya lra lka lt umum terka lit denga ln pengujialn malteriil 

pa ldal Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 jikal 

dialna llisis denga ln mals}lalh}alh. Selalin itu juga l diha lralpka ln malmpu 

memberikaln sumba lngsih kepa lda l pa lral pra lktisi hukum sebalga li sa lla lh 

sa ltu referensi dallalm pertimbalnga ln pa ldal putusa ln-putusa ln ya lng 

dikelualrkaln oleh Malhka lmalh Konstitusi denga ln a lna llisis teori 

mals}lalh}alh. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam pembahasan delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah 

pada Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 perspektif 

teori mals}lalh}alh, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

Muha lmald Kholid dalam Jurnall penelitialnnya “Prinsip-Prinsip Hukum 

Ekonomi Sya lrialh da lla lm Undalng-Unda lng Tenta lng Perba lnka ln Sya lria lh”. 

membahas beberalpa l ha ll berikut: Prinsip-prinsip Sya lria lh da lla lm Unda lng-

Unda lng Perba lnka ln Sya lria lh alda llalh dalpa lt ditemukaln palda l Pa lsa ll 1 alya lt (13), 

(20), (21), (22), (23), (24), (25), da ln (28); Penjelalsa ln Pa lsa ll 3, Pa lsa ll 5 a lya lt (4); 

Pa lsa ll 19 a lya lt (1) huruf a l, b, c, d, e, f, g, da ln i, Pa lsa ll 19 a lya lt (2) huruf a l, b, c, 

d, e, f, g, da ln i, Palsa ll 21, pertimbalnga ln huruf (al), daln fra lse “Dengaln Ra lhmalt 
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Tuhaln Ya lng Ma lha l Esa l” di a lwa ll UU Perba lnkaln Sya lria lh. Implementalsi Alsa ls 

Hukum Ekonomi Sya lria lh da lla lm Undalng-Unda lng Perba lnka ln Sya lria lh a lda llalh 

da lpalt ditemukaln pa ldal Pa lsa ll 1 a lya lt (2), (8), (16), (21), (22), (23), (24), (25), 

(26), (27), Palsa ll 2, Pa lsa ll 4, Palsa ll 19, Pa lsa ll 26, daln Pa lsa ll 40 alya lt (1) UU 

Perba lnkaln Sya lria lh.
14

 Persa lmala ln kedual penelitialn ini ya litu a lda lnya l persa lmala ln 

da llalm membalha ls unda lng-unda lng perba lnka ln sya lria lh dan juga di dalamnya 

terdapat membahas mengenai prinsip syariah. Seda lngka ln perbedalalnnya l ya litu 

pa ldal jurna ll tersebut mengalna llisis pera lturaln perba lnkaln sya lria lh denga ln prinsip 

hukum ekonomi sya lria lh. Seda lngka ln peneliti memba lha ls mengenai delega lsi 

kewenangan dalam penentua ln prinsip sya lrialh pada UU Pebankan Syariah. 

Mursyid Surya Chandra dalam skripsinya l “Alna llisis Yuridis Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentalng Perba lnka ln Sya lria lh”. 

Penelitialn ini menjelalska ln ba lhwa l implikalsi hukum ya lng timbul da lri Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi alda llalh dihilalngka lnnya l kewenalnga ln Pera ldilaln Umum 

da llalm ha ll penyelesa lialn sengketa l perba lnkaln sya lria lh. Juga l menjaldikaln 

Penga ldila ln Alga lma l seba lga li sa ltu-sa ltunya l isntitusi ya lng memiliki wewena lng 

da llalm ha ll memutus, memeriksa l, da ln menyelesa likaln sengketa l terkalit 

perbalnka ln sya lria lh secalra l litigalsi, selalin itu juga l, denga ln dihalpuska lnnya l 

“pembaltalsa ln” pilihaln forum (choice of forum), penyelesa lialn sengketa l ya lng 

terteral da llalm penjelalsa ln Pa lsa ll 55 Alya lt (2) malka l, pa lral piha lk tidalk lalgi terpalku 

da llalm menyelesa lika ln sengketalnya l secalra l non litigalsi pa ldal medialsi 

perbalnka ln, musya lwa lra lh, a lrbitralse melallui Ba lda ln Alrbitra lse Sya lria lh Na lsiona ll 

                                                             
 14 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang 

Tentang Perbankan Syariah”, Jurnal Asy-Syari„ah , Vol. 20, No. 2, Desember, 2018, hlm. 160. 
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a ltalu lembalga l a lrbitralse lalinnya l. Tetalpi juga l da lpa lt menempuh proses non 

litigalsi lalinnya l seperti negosia lsi, konsulta lsi, konsilialsi, medialsi non medialsi 

perbalnka ln, pendalpalt altalu penilalialn alhli.
15

 Persa lmalaln kedual penelitialn ini 

ya litu alda lnya l persa lmala ln da llalm membalha ls unda lng-unda lng perba lnka ln sya lria lh 

dan putusan mahkamah kosntitusi tentang perbankan syariah. Seda lngka ln 

perbedala lnnya l ya litu palda l skripsi dialtals menga lna llisis yuridis terha lda lp Putusaln 

Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tenta lng Perba lnka ln Sya lria lh, 

seda lngka ln peneliti membalhals Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021 tentang Perbankan Syariah perspektif teori mals}lalh}alh. 

Arif Budiman dalam skripsinya “Konsep Mals}lalh}alh Da lla lm Ekonomi 

Isla lm Menurut al-Syatibi”. Peneliti mema lpa lrka ln ba lhwa lsa lnnya l Pa lnda lnga ln 

Ima lm a ll-Sya ltibi tentalng mals}lalh}alh a lda llalh sua ltu sifalt alta lu kekualtaln ba lralng 

a ltalu jalsa l untuk memenuhi kebutuha ln ma lnusial di dunia l. Kegia lta ln-kegia lta ln 

ekonomi meliputi konsumsi ya lng menya lngkut mals}lalh}alh tersebut halrus 

dikerjalkaln seba lga li sua ltu “religious duty” altalu ibalda lh. Tujualnnya l buka ln 

ha lnya l kepualsa ln di dunial talpi juga l kesejalhterala ln di alkhiralt. Elemen terpenting 

da llalm mals}lalh}alh palda l ekonomi Isla lm menurut Imalm all-Sya ltibi iallalh 

keya lkina ln, kehidupaln a ltalu jiwal (all-nalfs), keturunaln (all-nalsb), intelektuall (all-

‘alql), daln properti alta lu halrtal bendal (all-mal>l). Kelimal hall itu disebut all-

d}alru>riyyalh all-khalmsalh (d}alru>riyyalh ya lng limal/limal d}alru>riyyalh).
16

 Persa lma laln 

penelitialn ini ya litu persalmala ln da llalm membalhals tentalng mals}lalh}alh da lla lm 

                                                             
 15 Mursyid Surya Chandra, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah” Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), 

hlm. 78.  

 
16

 Arif Budiman “Konsep Mas}lah}ah Dalam Ekonomi Islam Menurut al-Syatibi” Skripsi, 

(Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022), hlm.76. 
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ekonomi. Sedalngka ln perbeda lnnya l ya litu ba lhwa l da llalm skripsi dia ltals 

membalhals mals}lalh}alh ekonomi menurut ima lm a lsy-Sya ltibi dalam dunia 

ekonomi. Sedalngka ln peneliti membalhals mals}lalh}alh pa ldal  Putusa ln Ma lhka lmalh 

Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. 

Sofyan Mei Utama dalam penelitiannya “Eksistensi Da ln Penega lka ln 

Hukum Perba lnka ln Sya lria lh Di Indonesial”. Penelitialn ini memiliki 

kesimpulaln, jikal penegalka ln hukum perba lnkaln sya lria lh di Indonesia l mesti 

berpedomaln paldal taluhid ya lng merupa lka ln dalri alplikalsi operalsionallnya l 

perbalnka ln sya lria lh daln denga ln mengguna lkaln teori all-mals}lalh}alh all-mursallalh 

diupalya lka ln mencalri ma lnfala lt kalrena l Allla lh SWT. Seperti ya lng dikemuka lka ln 

al-Ghazali juga l pa lral ula lmal lalinnya l, terda lpalt malnfa lalt ya lng tercalkup da llalm 

tujualn sya lra l, dima lna l all-mals}lalh}alh all-mursa llalh seba lga li calra l berijtihald 

mempunya li kekua ltaln ya lng mementingka ln kenya lmalna ln terhalda lp semual 

pihalk, ka lrenalnya l perba lnkaln sya lri'a lh tidalk boleh salmal denga ln ba lnk 

konvesiona ll, ha lrus mempunya li ciri khals seba lga li ba lnk berdalsa lrka ln hukum 

Isla lm.
17

 Persa lmala ln kedual penelitialn ini ya litu alda lnya l persalma laln da llalm 

membalhals unda lng-unda lng perba lnka ln sya lrialh. Sedalngka ln perbeda lalnnya l ya litu 

pa ldal jurna ll tersebut mengalna llisis eksistensi da ln penega lkaln hukum perbalnka ln 

sya lria lh. Seda lngka ln peneliti memba lha ls delegasi kewenangan penentuan 

prinsip syariah pada pengujian materiil Undang-Undang Perbankan Syariah. 

M. Ali Mansyur dalam penelitiannya “Alspek Hukum Perba lnkaln 

Sya lria lh Da ln Implementalsinya l di Indonesial” Penelitialn ini memiliki 

                                                             
 

17
 Sofyan Mei Utama, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di 

Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, no. 2, 2012, hlm. 5. 
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kesimpulaln balhwa l implementalsi penyelesalialn sengketa l ekonomi bisnis 

Sya lria lh menurut Pa lsa ll 52 dilimpalhka ln kepalda l Penga ldila ln Alga lma l a lda llalh 

sa lnga lt relevaln denga ln kewenalnga ln a lbsolut ya lng diberikaln oleh Undalng-

Unda lng No.3 ta lhun 2006jo UU No. 4 talhun 2004. Kura lngnya l Sumber Da lya l 

Ma lnusia l (selalnjutnya l disebut denga ln SDM), pemberda lya la ln malsya lra lka lt, 

kelembalga la ln, penciptala ln mekalnisme penyelesa lialn sengketa l, dll merupalkaln 

fa lctor-falktor ya lng mempenga lruhi penega lka ln hukum Unda lng-Unda lng 

Perba lnkaln Sya lria lh.
18

 Persa lmala ln kedual penelitialn ini ya litu a lda lnya l persa lmala ln 

da llalm membalha ls unda lng-unda lng perbalnka ln sya lria lh. Seda lngka ln 

perbedala lnnya l ya litu pa lda l jurna ll tersebut menga lnallisis implementa lsi 

penyelesaian sengketa dalam ekonomi bisnis syariah di Indonesia l. Seda lngka ln 

peneliti membalha ls delegalsi penentualn prinsip sya lria lh pa ldal Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitialn ya lng dila lkuka ln oleh Peneliti da llalm kalrya l menulis ka lrya l 

ilmialh ini ya litu jenis penelitia ln kuallitaltif deskriptif. Dimalna l, penelitialn ini 

mengumpulkaln dalta l-da lta l seperti dokumen daln beberalpal informalsi 

lalinnya l.
19

 Selalin itu, penelitia ln ini juga l termalsuk jenis studi kepusta lkala ln 

(Libralry Resealrch) ya lng mempelaljalri berbalga li ma lcalm literaltur sebalga li 

a lcualn berdalsa lrkaln pokok permalsa llalha ln. Pa ldal metodologi penelitia ln hukum, 

                                                             
 18 M. Ali Mansyur, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di 

Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Ed. Khusus, 2011, hlm. 74. 
19

 Dr. Sudaryono, Metodoogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method (Depok: 

PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 85. 
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studi kepustalkala ln ini cenderung diperlukaln denga ln menga lmbil balha ln-ba lha ln 

hukum sehingga l da lpa lt dikalta lkaln seba lga li libra lry balsed, focusing on rea lding 

alnd alnallysis prima lry. Penelitialn ini berda lsa lrkaln jenis malsa llalh ya lng a lda l 

denga ln mengumpulka ln dalta l kepustalka la ln palda l putusa ln ya lng berka litaln 

dilihalt dalri alna llisis teori mals}lalhalh.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekalta ln da llalm penelitialn ini mengguna lkaln pendeka ltaln Yuridis 

Norma ltif alta lu mengalra lh palda l penelitialn melallui balha ln pustalka l seperti 

penelurusaln palda l berbalga li literaltur da ln peraltura ln ya lng berkesina lmbunga ln 

denga ln perma lsa llalha ln ya lng diteliti. Pa lda l pendekalta ln ini, hukum 

diga lmba lrkaln sebalga li norma l ya lng melihalt paldal tingka lh lalku dallalm 

berperilalku. Denga ln demikialn, pendekalta ln perundalng-unda lnga ln dilalkuka ln 

guna l meneliti alturaln da lri Unda lng-Unda lng Da lsa lr 1945 da ln juga l Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi terka lit. Sedalngka ln untuk pendekaltaln konsep melihalt 

pa ldal penemualn titik implikalsi a lntalra l putusa ln terkalit denga ln teori mals}lalh}alh 

ya lng na lntinya l a lka ln membalntu proses a lnallisis serta l putusaln tersebut 

na lntinya l menga lcu denga ln ka lida lh a ltalu normal ya lng terja ldi dalla lm sua ltu 

peristiwal hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Da ltal Primer 

Da ltal primer a ldallalh da lta l ya lng menda lpa ltkaln informalsi seca lral 

lalngsung da lri pa lral peneliti daln menjaldi balha ln pokoknya l Da lta l ya lng 

diguna lka ln ya litu Putusa ln Ma lhka lma lh Konstitusi Nomor 65/PUU-
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XIX/2021. Da}wa>bit} al-Maslah}ah karya syekh Said Ramadhan dan al-

Muwa>faqa>t fi> usu>l al-Syari>’ah karya al-Syatibi. 

 

 

b. Da ltal Sekunder 

Da ltal sekunder ya litu da ltal dukunga ln da lri sumber ya lng suda lh a ldal 

lebih dulu. Sumber tersebut da lpalt berupa l buku, dokumen resmi, halsil 

penelitialn ya lng berwujud la lpora ln, sertal Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi 

ya lng berka litaln. 

c. Metode Alna llisis 

Da llalm penelitialn ini, Peneliti menga lna llisis teori mals}lalh}alh terhalda lp 

Unda lng-Unda lng Perba lnka ln Sya lria lh pa lscal dikelualrka lnnya l Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 denga ln menga lnallisis 

da ltal metode alnallisis deduktif ya litu kallima lt umum ke khusus. Metode ini 

merupalka ln penalla lraln sa ltu altalu lebih pernya lta la ln umum untuk mencalpali 

kesimpulaln ya lng logis tertentu altalu bersifa lt khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Alga lr memudalhka ln pembalhalsa ln terhalda lp penelitialn ini, malkal peneliti 

menyusun bebera lpal ba lb ya lng sa lling berka litaln. Alda lpun sistema ltikalnya l da lpa lt 

dirumuskaln seba lga li berikut: 

Ba lb pertalma l: memba lhals mengena li penda lhulualn ya lng berisi lalta lr 

belalka lng ma lsa llalh, definisi operalsiona ll, rumusa ln malsa llalh, tujua ln da ln malnfa lalt 

penelitialn kaljialn pusta lkal da ln sistemaltikal pembalha lsa ln. 
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Ba lb kedua l: memualt ga lmba lra ln terkalit denga ln pembalha lsa ln ya litu 

kewenangan, daln teori mals}lalh}alh. 

Ba lb ketiga l: memualt mengena li putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021 ya lng terdiri dalri identitals piha lk, duduk perkalra l, 

pertimbalnga ln hukum da ln putusa ln. 

Ba lb keempalt: pokok perma lsa llalha ln penelitialn berdalsa lrka ln halsil dalri 

a lnallisis dalta l ya litu pelalksa lnala ln undalng-unda lng pa lsca l putusaln Malhka lmalh 

konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 da ln keselalra lsa ln pelalksa lna la ln tersebut 

denga ln teori mals}lalh}alh. 

Ba lb kelimal: a lkhir da lri permalsa lla lhaln ya lng diba lhals ya litu penutup 

berupal kesimpulaln, sa lraln da ln juga l kritikaln ya lng tertualng di da lla lmnya l. 
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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG KEWENANGAN PENENTUAN SYARIAH 

DAN MAS}LAH}AH 

 

A. Teori Kewenangan 

1. Definisi Kewenangan 

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum. Dalam 

Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara 

penguasa sebagai subjek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai 

subjek yang diperintah.
20

 Dalam praktiknya, terdapat kesulitan 

membedakan antara kewenangan dan wewenang. Pengertian kewenangan 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, 

yaitu hak dan kekuasasan untuk melakukan sesuatu.  

Henry Campbell Black mendefinisikan kewenangan atau authority 

sebagai “Legal Power; a right to command or to act; the right and power 

of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in the 

scope of their public duties”. 
21

 

Menurut Prajudi Atmosudirjo yang dikutip oleh Tedi Sudrajat 

dalam bukunya, definisi kewenangan yaitu: 

                                                             
 20 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2017), hlm. 52. 

 
21

 Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary, (St Paul. MN: West Publishing, 

1990), hlm. 107. 
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Apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal 

dari kekuasaan legislatif (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan 

eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap 

segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu 

bidang pemerintahan atau budang urusan tertentu yang bulat, 

sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu 

saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. 

Wewenang adalah kekuasaan melakukan sesuatu tindak hukum 

publik.
22

 

 

Perbedaan antara kewenangan dan wewenang ditegaskan dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa kewenangan adalah 

kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 

negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun 

menurut Pasal 1 angka 5 UU AP, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 

untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.
23

 

Apabila terjadi sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan, 

wewenang penyelesaian sengketa kewenangan ada pada antar atasan 

pejabat pemerintah yang bersengketa melalui koordinasi untuk 

menghasilkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka penyelesaian 

sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan yang melibatkan lembaga 

negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
24

 

                                                             
 22 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan, hlm. 54. 
 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 

 
24

 Moh. Gandara, “Kewenangan, Atribusi, Delegasi Dan Mandat”, Jurnal Khazanah 

Hukum, Vol. 2, 2020, hlm. 95. 
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Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

negara dapat terjadi karena beberapa hal:
25

 

a. Adanya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan 

lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau UUD; 

b. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh 

dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya; 

c. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh 

konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. 

  Lembaga Negara yang dimaksud jika mengacu pada ketentuan 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian, dalam rangka 

memberikan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara 

pada tanggal 18 Juli 2006.
26

 Yang mana di sana ditentukan lembaga negara 

yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

d. Presiden; 

                                                             
 

25
 Kosariza, dkk, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh 

Mahkamah Konstitusi” Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4, no. 2, Desember 2020, hlm. 554. 

 
26

 Lutfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh 

Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, no. 3, Juni, 2010, hlm. 40. 
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e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau 

g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 

  Syarat-syarat lembaga negara yang memiliki legal standing 

sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kewenangan lembaga 

negara adalah: 
27

 

a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan atau ditentukan dalam 

UUD 1945; 

b. Lembaga negara yang dimaksud memiliki kepentingan langsung 

terhadap kewenangan yang dipersengketakan; 

c. Bagi pemohon, ada anggapan bahwa kewenangan konstitusionalnya 

diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh 

lembaga negara yang lain. 

2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 

 Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas, 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui tiga 

cara yaitu:
28

 

a. Atribusi 

                                                             
 

27
 Janpatar Simamora, “Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara Oleh Mahkamah Konstitusi” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, no. 1, Februari, 2016, hlm. 

87. 

 
28

  Juniarto Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 137-139. 
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  Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian 

(kekuasaan). Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh UU kepada 

pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi, Indoharto 

mengemukakan bahwa yang dimaksud atribusi adalah pemberian 

wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

perundang-undangan baik dilakukan oleh original legislator ataupun 

delegated legislator. 

b. Delegasi  

  Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah 

penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada lebih 

rendah. Selanjutnya HD. Van Wijk berpendapat, bahwa pengertian dari 

delegasi adalah “penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan 

atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintah lain”. 

c. Mandat 

  Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa 

dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang 

memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. HD 

van wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.  

  Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat 

tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenanganya apabila ia 

menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa 
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yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertangguing 

jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh mandataris. 

 

 

3. Pengertian Delegasi  

Delegasi bermakna pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan 

kepada organ lainnya guna mengambil keputusan atas tanggung jawabnya 

sendiri. Pemberian wewenang dengan delegasi ini memilik arti bahwa 

pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum maupun dari 

tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menyebabkan 

kerugian kepada pihak lainnya.
29

 

Menurut Indoharto, delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan 

sebuah kewewenang yang sudah ada pada badan atau jabatan Tata Usaha 

Negara (selanjutnya disebut TUN) yang telah memperoleh suatu 

kewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau TUN 

lainnya. 

Selanjutnya, wewenang yang diperoleh melalui delegasi dapat 

dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang 

memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Melalui 

mandat, suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangnannya dijalankan 

oleh organ atas namanya. Berbeda dengan delegasi, pada mandat, 

Mandans (pemberi mandat) tetap berwenang untuk melakukan sendiri 

                                                             
29

 Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan 

(Welfare States), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 36, 2013, hlm. 139. 
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wewenangnya apabila diinginkanya. Mandans tetap bertanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan mandataris (yang diberi mandat).
30

 

 

 

4. Cara Memperoleh Wewenang Melalui Delegasi 

  Sebagaimana diatur melalui pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau 

pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: 

a. Diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau 

pejabat pemerintahan lainnya; 

b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau 

pemerintah daerah; dan 

c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 

5. Syarat-Syarat Delegasi 

Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang tidak 

bertanggung jawab, yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Syarat 

dalam melakukan delegasi harus dipenuhi supaya tercipta pelimpahan 

kewenangan yang sesuai dengan prosedur. Adapun syarat-syarat delegasi 

antara lain: 
31

 

                                                             
30 Indoharto, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Sinar Harapan), dalam Tedi 

Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan Dan Jabatan, hlm, 57. 
31

 Fathurrohman, “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia”, Jurnal Rechtens, Vol. 7, 2018, hlm. 200. 
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a. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang 

telah dilimpahkan itu. Syarat ini menunjukkan bahwa delegasi harus 

definitif; 

b. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi jikalau ada ketentuan yang 

mengatur untuk itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Item 

ini menunjukan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan 

perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak dilakukan atau diberikan kepada Lembaga atau apparat 

yang secara jabatan merupakan bawahan. Artinya tidak diperkenankan 

adanya delegasi dalam hubungan hierarki kepegawaian; 

d. Mewajibkan adanya sebuah keterangan/penjelasan. Artinya pemberi 

delagasi/delegans mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan 

tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e. Pemberi delagasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan 

wewenang tersebut. Artinya harus ada aturan kebijakan. 

6. Peraturan Delegasi 

Peraturan delegasi atau delegated legislation adalah bentuk 

perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-

undang (Act of Parliament) untuk diberlakukan atau dirubah tanpa 

parlemen harus menghasilkan undang-undang baru. Undang-undang 

memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan 

detail dengan sarana delegated legislation, karena undang-undang 

seringkali memuat kerangka kerja yang sangat luas. 
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Menurut A‟an Efendi dan Freddy Poernomo menyebutkan bahwa 

peraturan delegasi atau yang biasa disebut delegated legislation memiliki 

unsur antara lain:
32

 

a. Delegated legislation adalah peraturan yang memikat secara umum; 

b. Dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen; 

c. Orang atau badan di luar parlemen itu diberikan kewenangan yang 

tegas oleh undang-undang untuk membuat peraturan delegasi; 

d. Isi Peraturan Delegasi adalah melengkapi atau mengembangkan isi 

undang-undang. 

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan 

perundang-undangan dalam sistem peraturan Indonesia dapat berupa 

primary legislation dan juga dapat berupa delegated legislation. primary 

legislation berarti peraturan yang dibentuk undang-undang yang menjadi 

kewenangan Lembaga parlemen. Atau dalam norma hukum yang berlaku 

di Indonesia adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (selanjutnya disebut DPR) bersama Presiden.
33

 

7. Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Delegasi 

a. Kelebihan  

Kelebihan dari peraturan delegasi sendiri yaitu:
34

 

1) Mengurangi tekanan pada waktu parlemen. Aturan perlemen (Act 

of parliament) sering memberikan Menteri pemerintah atau otoritas 
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 A‟an Efendi dan Freddy Poernonmo, Hukum Administrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), hlm. 213. 
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 34 Moh. Fadli, Peraturan Delegasi di Indonesia, (Malang: UB Press. 2011), hlm. 18-19. 
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lain kekuasaan untuk mengatur rincian administratif dengan cara 

dilimpahkan, dibentuk dalam wujud delegated legislation. Hal ini 

sebagian besar mengambil bentuk orders in Council. Regulation 

and Rules yang dikenal sebagai Statutory instruments. Parlemen 

tidak memiliki waktu mempertimbangkan setiap detail kecil dari 

peraturan yang kompleks. Karena itu memberikan wewenang untuk 

sebuah badan/individu di bawah mereka; 

2) Parlemen juga mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang 

mendalam atau pengetahuan yang diperlukan. Misalnya peraturan 

kesehatan dan keselamatan di industri membutuhkan pengetahuan 

yang mendalam dan khusus; 

3) Menteri-menteri bisa mendapatkan manfaat dari konsultasi lebih 

lanjut sebelum peraturan dibuat. Konsultasi ini terutama penting 

bagi aturan tentang hal-hal teknis yang akurat dan praktis. 

Beberapa aturan yang memberikan kekuasaan untuk membuat 

peraturan delegasi menetapkan bahwa harus ada konsultasi 

sebelum peraturan dibuat; 

4) Proses menyelesaikan undang-undang dapat mengambil sejumlah 

waktu yang besar dan dalam keadaan darurat. Parlemen mungkin 

tidak dapat menyelesaikan permbuatan aturan atau undang-undang 

dalam tempo yang cepat. Ini adalah alasan lain mengapa undang-

undang didelegasikan kadang-kadang disukai. 

b. Kekurangan  
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 Meskipun peraturan delegasi diperlukan, namun ada beberapa 

kekurangan dalam peraturan delegasi. Antara lain: 
35

 

1) Hukum yang diperlukan (Delegated Legislation) tidak dibuat oleh 

atau jauh dari House of Commons yang terpilih secara demokratis; 

2) Adanya sub delegasi. Artinya, hukum membuat otoritas diserahkan 

ke tingkat lain. Sub delegasi menyebabkan komentar bahwa banyak 

hukum dibuat oleh pegawai negeri dan hanya “tukang stempel” 

dari Menteri terpilih; 

3) Volume cukup besar dari peraturan delegasi juga menimbulkan 

kritik karena membuat sulit untuk menemukan apa hukum yang 

berlaku saat ini. 

B. Kewenangan Penentuan Prinsip Syariah Dalam Produk Perbankan 

Syariah 

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam 

ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbnakna syariah tidak 

hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi 

komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai 

syariah yang sesuai dengan al-Qur‟an dan hadits. Menurut Muhammad Amin 

Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang 

diantaranya:
36
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a. Asas Rid}a>iyyah (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekomi dalam 

bentuk apa pun dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus 

didasarkan pada prinsip rela sama rela. 

b. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah 

berkenan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

c. Asas keadilan, kedua pihak yang bertransaksi harus diperlkakukan oleh 

bank dan nasabah harus menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak 

boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. 

Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluakan oleh Lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.37 

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank syariah tercantum pada Pasal 19, 

Pasal 20, dan Pasal 21. Lalu ditegaskan kembali mengenai prinsip syariah 

dalam kegiatan usaha bank syariah pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3). 

Pasal 26 ayat (1): “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib 

tunduk kepada Prinsip Syariah”. 

Pasal 26 ayat (2): “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. 
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Pasal 26 ayat (3): “Fatwa sebagaimana pada ayat (2) dituangkan 

dalam peraturan Bank Indonesia”. 

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa setiap kegiatan atau 

produk dari perbankan syariah itu harus tunduk pada prinsip syariah. Prinsip 

syariah yang mengenai kegiatan dan produk perbankan syariah harus 

difatwakan oleh lembaga yang kompeten dan memiliki kewenangan dalam 

mengaturnya. Dan lembaga yang telah diberi kewenangan ini adalah MUI 

yang diatur pada Pasal 26 ayat (2). Hal ini karena MUI sebagai salah satu 

pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam di Indonesia. Sementara 

itu, untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada organ yang mewakili otoritas negara di bidang 

jasa keuangan atau perbankan syariah yakni BI atau OJK.                       

C. Gambaran Umum Mas}lah{ah 

1. Pengertian Mas}lah{ah 

Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H (633 M), tidak 

sedikit persoalan yang muncul secara eksplisit yang mana persoalan 

tersebut tidak ada pada masa Nabi saw masih hidup. Masa sepeninggal 

Rasulullah Saw merupakan awal permasalahan dalam perkembangan 

hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh kemajuan zaman 

dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka 

sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa para 

sahabat dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad 

dengan mengidentifikasinya melalui teks al-Qur‟an, jika tidak ditemukan 
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padanya maka, langkah selanjutnya ialah mencari dalam hadist-hadits atau 

sunnah Nabi saw.
38

 Jika persoalan belum selesai sampai tahap tersebut 

maka ditempuh musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan ra‟yu, yakni 

dengan cara qiyas dan mas{lah{ah yang intinya adalah mengidentifikasi 

hukum suatu perbuatan manusia yang tidak memiliki keterangan dari teks-

teks keagamaan. 

Al-mas{lah{ah menurut al-Bu>ti secara bahasa bermakna manfaat. 

Secara istilah, mas}lah{ah bemakna “Sesuatu yang bermanfaat yang 

dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya. Baik dalam 

menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta mereka sesuai dengan 

urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”
39

 

2. Klasifikasi Mas}lah{ah 

Paling tidak ada tiga sudut pandang yang digunakan para ahli ushul 

untuk mengklasifikasi mas}lah{ah. Pertama, dari segi didukung atau tidak 

didukung oleh nash. Kedua, dari segi kekuatannya. Dan yang ketiga, dari 

segi dapat atau tidak dapat berubah.
40

 

a. Dari segi didukung atau tidak didukung oleh nash, mas}lah{ah dibagi 

menjadi tiga: 

1) Al-Mas}lah{ah al-Mu’tabarah 
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  Al-mas}lah{ah al-mu’tabarah adalah maslahat yang mempunyai 

bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. Maslahat jenis ini 

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam 

nash. Seperti hukum memotong tangan pencuri, hukuman orang 

yang berzina, dan sebagainya. Pada ketentuan hukum tersebut 

mengandung kemaslahatan. 

  Maslahat jenis inilah yang dapat digunakan sebagai landasan 

untuk melakukan qiyas, yaitu sebagai al-ashl (hukum asal) yang 

dijelaskan oleh syar‟I yang didalamnya mengandung kemaslahatan. 

2) Al-Mas}lah{ah Al-Mulg}}a 

 Al-mas}lah{ah al-mulg}{a adalah kemaslahatan yang didukung 

oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadits). Bukan oleh nash 

yang rinci.
41

 tipe maslahat yang secara nyata ditolak oleh syara‟. 

Sebagai contoh adalah cerita tentang seorang pengusaha yang 

melakukan hubungan badan dengan isterinya di siang bulan 

Ramadhan dan ia akan menebus dosanya itu dengan memerdekakan 

seorang budak dan memberi derma yang dianggap sebagai 

maslahat.
42

 Tetapi seorang ahli hukum dari mazhab Maliki, Imam 

Yahya bin Yahya al-Laits memberi fatwa bahwa sang raja tersebut 

harus berpuasa dua bulan berturut-turut, karena penebusan dosa tidak 

ditentukan oleh besarnya pengorbanan kekayaan seseorang. Oleh 

                                                             
 41 Salma, “Mas{lah{ah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir‟ah, Vol. 10, 

no. 2, 2016, hlm. 5. 
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karena itu berpuasa dua bulan berturut-turut adalah ketentuan terbaik 

bagi raja tersebut. 

 

 

3) Al-Mas}lah{ah Al-Mursalah 

  Al-mas}lah{ah al-mursalah sebagaimana di atas adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara‟ tentang hukum untuk 

mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara‟ yang 

memerintahkannya.
43 

  Hakikat dari mas{lah{ah mursalah adalah sesuatu yang baik 

menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan 

atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
44 

b. Dari Segi Kekuatannya 

 Pembagian mas{lah{ah dari segi kekuatannya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Al-Mas}lah{ah al-D}aru>riyyah 

  Al-mas}lah{ah al-d}aru>riyyah adalah suatu kemaslahatan 

dimana kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung 

kepadanya. Dengan kata lain, apabila tidak ada sesuatu tersebut, 

maka rusaklah kehidupan manusia. Atau kemaslahatan jenis ini 

menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia 
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dan di akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan 

dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat itu akan hilang 

dan tidak terwujud. Bahkan, kerugian dan kerusakanlah yang akan 

terjadi. Masalah d}aru>riyyah ini terbatas pada pemeliharaan lima hal 

pokok. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
45

 

2) Al-Mas}lah{ah Al-H{a>jiyah 

  Al-mas}lah{ah al-h{a>jiyah yaitu kemaslahatan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yantg berbentuk 

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan 

mendasar manusia.
46

 kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia 

untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa sendi-sendi 

kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi mengalami kesulitan dan 

kesukaran. Al-mas}lah{ah al-h{a>jiyah dalam pengertian ini merujuk 

pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan 

meringankan beban mereka. 

  Karena itulah sesuatu yang berhubungan dengan agama ada 

ketentuan rukhs}ah, seperti boleh tidak berpuasa pada bulan 

Ramadhan karena sakit, boleh mengqasar shalat. 

3) Al-Mas}lah{ah al-Tah{{si>niyyah 

  Al-mas}lahah al-tah{si>niyyah  yaitu kemaslahatan yang 

sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi 
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kemaslahatan sebelumnya.
47

 Jika kemaslahatan seperti ini diabaikan, 

maka seseorang keluar tuntutan akhlak yang mulia. Maslahat ini 

mencangkup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat, dan uqubat. 

Contohnya menjaga aroma tubuh dengan memakai wewangian 

ketika salat berjamaah. 

c. Dari Segi Dapat Atau Tidak Dapat Berubah 

 Pembagian mas{lah{ah segi ini diantaranya dilakukan oleh 

Muhammad Musthafa Syalabi. Dalam kaitan ini mas{lah{ah dapat dibagi 

menjadi dua bagian. Pertama, mas{lah{ah yang dapat berubah sesuai 

dengan perubahan ruang dan waktu. Kedua, mas{lah{ah yang tetap dan 

tidak berubah sepanjang zaman.
48

 

 Mas{lah{ah yang dapat berubah secara materi lebih didahulukan 

daripada teks nash atau ijma‟, dan hal ini berkaitan dengan masalah-

masalah adat dan muamalat. Sedangkan mas{lah{ah yang tidak hanya 

berkaitan dengan masalah-masalah ta‟abbudi. Dalam hal ini teks nash 

dan ijma‟ lebih didahulukan daripada sesuatu yang dianggap sebagai 

mas{lah{ah. 

  Lalu ada pembagian dari segi cakupannya, mas}lah}ah ini dibagi 

menjadi: 

a. Mas}lah}ah ‘A<mmah, yaitu mas}lah}ah  yang kemanfaatannya dirasakan oleh 

semua orang; 
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b. Mas}lah}ah Kha<s{ah, yaitu mas}lah}ah   yang kemanfaatannya hanya bisa 

dirasakan segelintir atau Sebagian orang saja.
49

 

 

BAB III 

PROFIL MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DESKRIPSI  

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021 

A. Mahkamah Konstitusi 

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia 

  Konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu 

negara. Karena negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi 

yang menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan 

ketatanegaraan suatu negara. Di sinilah Langkah untuk mengetahui arti 

penting konstitusi dalam suatu negara.
50

 

  Dalam rangka memberdayakan Mahkamah Agung (selanjutnya 

disebut MA), Ikatan Hakim Indonesia (selanjutnya disebut IKAHI) telah 

lama memperjuangkan agar MA diberi kewenangan untuk menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu strategi yang 

dicetus sejak tahun 1970-an untuk memberdayakan MA. Strategi yang 

diusulkan itu juga meliputi pembatasan upaya hukum kasasi dan 

peninjauan Kembali, untuk mengurangi beban tunggakan perkara yang 

terlalu besar, yang kebanyakan dilihat dari sudut hukum yang sudah jelas 
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terbukti dan tidak ada masalah hukum penting yang harus diperiksa 

Mahkamah Agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui 

wewenangnya.
51

 

  Jatuh bangunnya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada orde 

baru, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional 

yang baik, merupakan kondisi social politik yang telah mendorong 

lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perubahan Ketiga Undang-

Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung 

dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat 

(2) UUD 1945. 

  Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 

memerintahkan diberuntuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 

tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 

Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan. 

Kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan 

mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.
52

 

2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi 

  Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting 

perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang 
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ketatanegaraan.
53

 Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk 

mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara 

kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga 

menjadi penafsir akhir konstitusi. 

  Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 

juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak 

manusia dalam UUD 1945, hematnya fungsi pelindung konstitusi dalam 

arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya. Akan tetapi, 

dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan 

sebagai berikut: 

...Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 194 adalah keberadaan Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani 

perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga 

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 

dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan 

Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggarakannya 

pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi 

terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang 

ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. 

 

  Lebih jelas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menguraikan sebagai 

berikut: 

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi 

dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi 

menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan 

masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan 

menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua 

komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di 

tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konsitusi 
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selalu hidup mewarnai keberlangsungan bernegara dan 

bermasyarakat.
54

 

 

Melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka secara 

umum fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan 

peradilan adalah sebagai berikut:
55

 

a. Lembaga peradilan yang pada hakikatnya berfungsi menangani perkara 

tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi 

agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak 

rakyat dan cita-cita demokrasi; 

b. Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga terselenggaranya pemerintah 

negara yang stabil serta merupakan koreksi terhadap pengalaman 

penyelenggaraan negara pada masa lalu akibat tafsir ganda terhadap 

konstitusi; 

c. Fungsi yang dijalankan Mahkamah Konstitusi melalui wewenang 

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, serta kewajiban 

tertentu senantiasa berdasarkan pada pertimbangan konstituasionalitas; 

d. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, Mahkamah Konstitusi 

berfungsi untuk “menegakkan hukum, keadilan, dan supremasi 

konstitusi”. Ukuran terpenuhinya rasa keadilan dan supremasi 

konstitusi tidak boleh hanya sekedar memaknai hukum sebagai 
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kumpulan norma atau kaidah, tetapi secara prinsip juga harus 

diimplementasi landasan moral konstitusi, antara lain prinsip negara 

hukum dan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seta 

perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Fungsi lain yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut:
56

 

a. Sebagai pengawal konstitusi; 

b. Sebagai penafsir final konstitusi; 

c. Sebagai pelindung hak asasi manusia; 

d. Sebagai pelindung hak konstitusional warga; 

e. Sebagai pelindung demokrasi. 

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menggariskan 

wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilu; 
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b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur 

lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan 

merinci sebagai berikut:
57

 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga 

telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

1945.; 

Pengujian undang-undang terhadap UUD1945 merupakan tugas 

yang smendominasi kewenangna Mahkamah Konstitusi di kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji undang-undang menjadi 
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kewenangan penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh 

suatu undang-undang, bahkan potensi adanya hak konstitusional yang 

dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang. 

Pedoman pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 

tidak hanya didasarkan pada apa yang ditulis dalam naskah undang-

undang dasar, tetapi juga termasuk pada prinsip-prinsip dasar yang tidak 

tertulis karena prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis serta nilai-nilai 

moral politik yang dianggap ideal juga termasuk dalam konstitusi yang 

tidak tertulis.
58

 

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yaitu pengujian 

formil dan pengujian materill. 

1) Pengujian Formil 

Perngujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat 

dari prosedur/proses pembentukannya dari tahap drafting sampai 

dengan pengumuman dalam Lembaga Negara. Pengujian secara formil 

secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan “pemohon wajib menguraikan 

dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi 

ketentuan berdasarkan UUD 1945”.
59

 Dalam jenis pengujian ini, 

Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-
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undang telah mengikuti ketentuan pembentukan undang-undang 

sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang 

diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945, ketentuan 

yang mengatur proses pembentukan undang-undang terdapat dalam 

Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD 1945. 

Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:
60

 

a) Kejelasan tujuan; 

b) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; 

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d) Dapat dilaksanakan; 

e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f) Kejelasan rumusan; dan 

g) Keterbukaan. 

Kecuali mengenai asas kelembagaan atau organ pembentuk 

yang tepat dan asas keterbukaan maka belum jelas apakah kebatalan 

(null and void) akan merupakan akibat hukum yang timbul jikalau 

proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi asas yang disebut 

dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

2) Pengujian Materill 

Adapun pengujian materill adalah pengujian materi atau norma 

undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 
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1945 atau tidak.
61

 Jika bertentangan maka norma undang-undang 

dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan 

adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan 

norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan 

menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-

undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan 

karenanya tetap berlaku secara mengikat. 

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UUD 1945 dapat 

diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat 

secara hukum.
62

 Yang diuji boleh juga hanya ayat,pasal tertentu atau 

bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, 

dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi 

dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum 

hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-

undang yang bersangkutan.
63

 Bahkan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan UUD 

1945 tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat 
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dalam pasal tersebut, makna pasal tersebut dapat berubah. Dengan 

demikian, kalimat tersebut tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945. 

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak 

boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar 

produk hukum yang berada di bawah konstisusi, maka terdapat kaidah-

kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat 

memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak 

bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun 

materil.
64

 

Pada pengujian materill undang-undang, norma yang menjadi 

dasar pengujian atau batu uji atau parameter uji sudah dibatasi yaitu 

hanya norma hukum dalam UUD 1945. Norma hukum dimaksud dapat 

ditemukan baik dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tesebar 

dalam “batang tubuh” Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan 

Peralihan Pasal 1 sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan 

Pasal II. 

B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XIX/2021 

1. Kasus Perkara 

  Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat 

(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang 
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Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan 

bahwa: 

  “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang 

yaitu: 

a. Perorangan warga negara Indonesia; 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; 

d. Lembaga negara.” 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan 

perorangan warga negara Indonesia yang bernama Rega Felix dan 

berprofesi sebagai advokat sekaligus sebagai nasabah bank syariah.
65

 

Pemohon sebagai advokat memiliki usaha memberikan jasa hukum, dan 

sehubung dengan perkembangan zaman maka adalah suatu hak bagi setiap 

warga negara untuk melakukan usaha apapun dalam rangka 

mengembangkan diri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon berhak untuk 

menggunakan berbagai macam moda produk perbankan syariah yang 

sesuai dengan kebutuhan Pemohon dan meliki landasan hukum yang kuat. 

Namun, Pemohon menyadari pengaturan perbankan syariah bersifat tidak 

jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk hukum dan saling 
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bertentangan antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, 

sehingga menimbulkan keraguan bagi Pemohon.
66

 

Pemohon yang mengajukan Judicial Review terhadap Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah Rega Felix yang 

berprofesi sebagai advokat.  

1. Alasan Permohonan 

Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional disebabkan 

oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 

Perbankan Syariah karena memberikan “delegasi blangko” kepada Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) maupun Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan 

syariah yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
67

 

Prinsip hukum Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 

UU Perbankan Syariah mempunyai pengertian yang sangat luas. 

Karakteristik utama transaksi dalam perbankan syariah adalah asset 

backed financing, dengan demikian konsep kepemilikan benda menjadi 

sangat penting untuk menentukan keabsahan transaksi perbankan syariah. 

Undang-Undang Perbankan Syariah secara umum hanya mengatur 

kelembagaan perbankan syariah, sehingga detail prinsip syariah 

semestinya diatur dalam tingkat undang-undang tidak diatur di dalam UU 

Perbankan Syariah, melaikan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan 
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Syariah didelegasikan kepada MUI untuk ditetapkan dalam fatwa yang 

kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia/atau OJK setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK).
68

 

2. Petitum  

Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal 

sebagai berikut:
69

 

a. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

b. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan 

perubahan terhadap Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah khusunya mengenai hak kebendaan dalam transaksi 

perbankan syariah atau melakukan pembentukan undang-undang yang 

di dalamnya mengatur mengenai hak kebendaan dalam transaksi 

perbankan syariah; 

c. Menyatakan frase “berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” 

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai “yang ditetapkan dalam Peraturan Bank 
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Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan 

kewenangannya.”;
70

 

d. Menyatakan frase “prinsip syariah.” Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “prinsip 

syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas jasa 

Keuangan sesuai dengan kewenangannya.”; 

e. Menyatakan frase “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.” Dalam Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai “Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam 

menetapkan prinsip syariah memperhatikan fatwa yang ditetapkan 

Majelis Ulama Indonesia dan/atau lembaga lain yang berwenang 

menetapkan fatwa.”; 

f. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
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g. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 

3. Amar Putusan 

Hakim Mahkamah mengadili permohonan a quo, pemohon 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. 

Namun permohonan provisi dan pokok permohonan yang diajukan tidak 

beralasan hukum. Sehingga hakim mahkamah menolak permohonan 

provisi dan pokok permohonan untuk seluruhnya. Putusan yang 

diberlakukan tersebut ditandatangani oleh Sembilan hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam acara sidang terbuka untuk umum.
71
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BAB IV 

ANALISIS DELEGASI KEWENANGAN PENENTUAN PRINSIP 

SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH PADA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIX/2021 

PERSPEKTIF TEORI MAS}LAH}AH 

 

A. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021 

    Permohonan Pemohon dalam putusan yang diajukan tidak dapat 

diterima oleh hakim. Sebab menurut hakim, apabila otoritas penetapan 

prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi 

diserahkan kepada MUI melainkan diserahkan kepada BI atau OJK 

sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian potensial 

menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berujung pada ketidakpastian 

hukum. Pertama, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan 

hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada 

aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah.  

    Terkait dengan persoalan tersebut, pada dasarnya sudah terjawab 

dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut 

berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan 

perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. 

Kekhususan ini menjadi pembeda nyata antara perbankan syariah dan 

perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syariah hingga saat ini telah 

mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat muslim untuk 
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menginvestasikan dana dan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan bisnis 

maupun kebutuhan lainnya. Sehingga dengan demikian masyarakat 

khususnya masyarakat muslim tidak perlu lagi khawatir untuk mengelola 

dana dan usahanya tetap dalam ketentuan yang tidak melanggar syariah.
72

 

    Kedua, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh 

negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas 

umat Islam. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara Islam, 

melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila yang menjadikan ajaran 

agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber 

hukum. Oleh karena bukan negara Islam, lalu bagaimana mungkin otoritas 

negara yang menentukan prinsip syariah yang notabene merupakan bagian 

dari penentuan hukum Islam. Sekalipun negara memiliki wewenang penuh 

dalam membentuk hukum, namun ketika bersentuhan dengan penetapan 

hukum agama, in casu perbankan syariah, negara perlu membatasi dirinya 

dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada 

pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil peran 

mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas 

agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan 

urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah. 

    Pemegang otoritas agama yang berkompeten di Indonesia sendiri 

yaitu MUI. MUI merupakan lembaga yang berkompeten menjawab dan 

merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau 
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organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. 

Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (istifta) dari 

peminta fatwa (mustafti) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau 

pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini 

dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah 

Nasional (selanjutnya disebut DSN) MUI. 

    DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara 

struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI 

dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi 

syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah 

ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh 

MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam 

menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan 

keuangan.
73

 

    Seandainya penetapan prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK 

dalam PBI atau POJK dengan mengikuti tata cara pembentukan peraturan 

perundang-undangan pada umumnya, BI/OJK akan kesulitan dalam 

merumuskan substansi dari PBI/POJK tersebut karena memiliki pengetahuan 

yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah. Artinya, 

menyerahkan penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah kepada 

BI/OJK dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang pembentuk undang-

undang yang dapat berujung pada terjadinya kekacauan dalam penentuan 
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substansi peraturan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Pada gilirannya, hal 

demikian juga dapat menciderai keyakinan dan cara umat Islam menjalankan 

agamanya. 

    Lebih lanjut, penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai 

otoritas agama tidak terlepas dari ketentuan konstitusi, dalam hal ini norma 

Pasal 29 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara 

menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk umat Islam 

berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya.
74

 

    Dengan demikian, Petitum dan dalil-dalil demikian serta hal-hal 

lain yang terkait adalah tidak relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah 

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, 

Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah ternyata tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan bagi 

Pemohon dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti yang dijamin 

oleh UUD 1945 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, 

permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya, sedangkan halhal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan 

karena dipandang tidak ada relevansinya.
75
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B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 

  Judicial review yang diajukan oleh Pemohon ditolak sepenuhnya 

oleh hakim. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang mengenai putusan ini 

menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Apakah pertimbangan-pertimbangan 

tersebut merupakan pertimbangan yang baik, sehingga putusan ditolak 

seluruhnya merupakan putusan yang tepat, dan juga apakah ada kekurangan 

dalam pertimbangan tersebut. 

  Hakim menilai, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

merupakan suatu yang khusus dalam regulasi perbankan yang bepedoman 

pada syariat Islam. Sehingga, dalam kekhususan ini diperlukan organ lain 

yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. Dan apabila penetapan prinsip 

syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan 

kepada MUI dan justru diserahkan kepada BI atau OJK, maka kekhususan 

penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang.  

  Dalam hal ini, jika kita lihat sejarah perkembangan perbankan 

syariah, perkembangannya sendiri dimulai pada Pada tahun 1983 dikeluarkan 

kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku 

bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak 

hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan 
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diregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank 

baru.
76

 

  Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan 

Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI 

menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, 

Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada 

Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang 

menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank 

islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut Tim Perbankan 

MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultsi dengan 

semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut 

adalah nerdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat 

Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 Nopember 

1991.
77

 

  Pada tahun 1992, diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit 

memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang 

dipertegas Kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 

Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi 

melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen 
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dari UU Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya 

terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun 

bank pengkreditan rakyat.
78

  

  Setahun setelahnya, disusul oleh keluarnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 

dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang merupakan jawaban atas 

permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif 

selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi 

prinsip-prinsip syariah. Lalu pada tanggal 16 Juli 2008 dan disahkan menjadì 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  

  Dari pemaparan di atas, proses dalam meregulasi perbankan 

syariah melewati fase yang cukup panjang. Dan juga, karena mayoritas 

masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka peraturan yang dikhususkan 

untuk mengatur perbankan syariah sangat diperlukan. Dan melalui undang-

undang ini, diharapkan pelaku bisnis syariah dan masyarakat Indonesia 

mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis yang murni 

syariah.
79

 Mengingat bahwa masalah perbankan ini adalah wilayah 

muamalah, ada satu kaidah fiqh yang berbunyi:  

ح ة إ لاا أ فْ ي د ؿا د ل يْلٌ ع ل ى تَ ْر يْْ ه ا  ع ام لا ت الابَ 
 الأ صل  فِ  الم
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(Jakarta: Sinar Grafika: 2017), hlm. 13. 
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“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh, kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”. 

 

Kaidah ini menjelaskan, bahwa dalam urusan muamalah, segala 

sesuatu itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan, atau ada 

dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak dibolehkan. Berarti, segala 

sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan dan produk dari perbankan syariah 

ini dasar hukumnya adalah boleh dilakukan, dan menjadi tidak boleh 

dilakukan apabila syariat melarangnya. 

Dalam konteks permasalahan ekonomi yang terus berkembang seiring 

dengan perubahan zaman, ada transaksi-transaksi baru yang dalilnya tidak 

terdapat di al-Qur‟an maupun hadits. Sehingga memerlukan ketentuan hukum 

yang baru atau fatwa. Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia 

bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Secara 

formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para 

pakar hukum. Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi 

ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaannya adalah subjek hukum 

yang mengeluarkan fatwa terkait hukum Islam. Dalam hal ini adalah Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI).
80

 

Fatwa DSN-MUI sendiri dipilih karena MUI adalah lembaga otoritatif  yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
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  Fungsi fatwa utama DSN-MUI adalah memberikan pedoman dan 

arahan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan ekonomi mereka 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini memainkan peran 

penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang dilakukan 

oleh umat Muslim sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa DSN-MUI dibutuhkan 

dalam hal pengaturan terkait berikut:
81

 

1. Pembuatan atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh produk 

bank, baik asset, liabillities dan services; 

2. Fatwa DSN MUI dapat secara langsung dipraktekan oleh lembaga 

keuangan syariah dalam tataran aturan dan ketentuan tentang aktifitas 

ekonomi syariah; 

3. Untuk fatwa-fatwa yang terkait dengan produk dan aktifitas perbankan; 

4. Fatwa DSN-MUI dihasilkan secara tertulis dengan diskusi yang 

melibatkan praktisi perbankan syariah. 

  Maka dari itu, Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan bagi 

perkembangan ekonomi yang melaju pesat. Karena akan terus ada transaksi-

transaksi baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur‟an maupun 

dalam hadits. Fatwa DSN-MUI sendiri dipilih karena MUI adalah lembaga 

otoritatif  yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

  Kemudian, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu apabila 

penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak 

lagi diserahkan kepada MUI dan justru diserahkan kepada BI atau OJK, maka 
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penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh 

otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. 

  Indonesia merupakan negara dengan Muslim terbanyak, namun 

bukan berarti bahwa Indonesia adalah Negara Islam. Rumusan dasar negara 

tercantum dalam dokumen yang kemudian disebut sebagai “Piagam Jakarta”, 

yang merupakan rancangan awal dari Pembukaan UUD 1945. Dalam 

dokumen itu, salah satu sila berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, hal ini 

menjadi perdebatan. Mengingat bangsa Indonesia bukan hanya beragama 

Islam saja, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan beragam aliran 

kepercayaan lainnya. 

  Alhasil, karena perdebatan itu, dicapailah kata mufakat untuk 

rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalimat tersebut pun diganti 

dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
82

 Dari sejarah ini, dapat diketahui 

bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk 

agama Islam, namun bukan berarti Indonesia merupakan negara Islam.  

  Namun, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, hal yang 

berhubungan dengan agama, negara harus membatasi diri dengan 

menyerahkan kepada pemegang otoritas agama. Karena dalam menetapkan 

hukum, Indonesia dapat mengambil dari sumber hukum materiil. Sumber 

hukum materiil sendiri adalah bahan-bahan hukum yang belum mempunyai 

bentuk tertentu dan belum mengikat, namun dapat dijadikan isi hukum 
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dengan bentuk tertentu agar menjadi mengikat.
83

 Dengan demikian, hukum 

Islam menjadi sumber hukum materiil. Dalam hal ini, negara mengambil 

peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang 

otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam 

penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah. 

  Dalam kedua hal tersebut, menurut penulis, penentuan substansi 

prinsip syariah sudah tepat jika kewenangannya diberikan kepada MUI untuk 

dijadikan fatwa. Karena MUI yang didirikian pada 26 Juli 1975 di Jakarta 

semata merupakan wadah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim 

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
84

 Kemudian dari fatwa 

tersebut, dituangkanlah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dimana, 

hal tersebut ditempatkan sebagai wewenang BI/OJK. Karena apabila 

substansi prinsip syariah langsung diberikan kepada BI/OJK, maka BI/OJK 

akan merasa kesulitan karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait 

dengan substansi atau prinsip syariah. 

 

 

C. Delegasi Kewenangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021 Perspektif Teori Mas}lah}ah 

  Lembaga peradilan memiliki urgensi dalam eksistensi sebagai 

pengawal konstitusi yang merupakan akar dari hukum negara demokratis. 
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Oleh karena itu putusan hakim dinilai memiliki aspek keadilan, kebenaran, 

kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum dalam aktifitas kehakiman. 

Sebuah hukum berawal dari kesepakatan masyarakat di segala perbedaannya 

baik histori, sosial bahkan biologis yang kemudian dapat diterima oleh semua 

orang sebagai instrument keadilan. Keadilan sendiri memiliki arti yang bukan 

hanya bentuk naratif, melainkan Bahasa kebatinan yang dapat diterima dan 

dirasakan dengan itikad baik melalui legitimasi terkait.
85

 

  Putusan pengadilan itu memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu 

kekuasaan untuk melakukan apa yang dituangkan dalam putusan itu secara 

paksa oleh alat-alat Negara. Kekuatan eksekutorial ini terdapat di dalam 

kepala putusan yaitu “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” 

Sifat deklaratif pada putusan yang tidak disertai kekuatan eksekutorial dapat 

menggagalkan nilai kemaslahatan dalam sebuah putusan.
86

 

  Putusan hakim yang berlandaskan pada intelektual hakim 

mencangkup aspek keadilan substansi dan juga konstribusi memuat moral 

penegak hukum berselarasan pada kemaslahatan, maka dalam skripsi ini, 

akan menganalisa pertimbangan hakim dalam menciptakan putusan 

mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan peraturan perbankan syariah 

yang akan ditelaah dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan para pihak serta 

masyarakat yang akan membutuhkan kepastian dari putusan tersebut. Putusan 

Mahkamah Konstitusi ini lahir karena adanya kecenderungan salah satu pihak 
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yang merasa dirugikan dari peraturan perbankan syariah. Dalam putusan ini, 

hakim mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek keadilan serta 

kepastian hukum bagi Pemohon. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang 

menjelaskan bahwa suatu putusan itu harus diperhatikan unsur kemanfaatan 

dan kemaslahatannya, yaitu: 

 بَ   طٌ وْ نػ  م   ة  يا ع  لرا ى ال  اـ ع  م  ال   ؼ  ر  ص  ت  
 
ة  ح  ل  صْ لم  

  “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikatikan dengan 

kemaslahatan”.
87

 
 

  Kaidah di atas memiliki arti bahwa pemerintah atau penegak 

hukum dalam memberikan kebijakan atau peraturan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi rakyatnya. 

Hal ini guna menghindari segala kemudharatan dalam pengaplikasiannya. 

Jika terjadi perselisihan dalam penetapan hukum, maka musyawarah lah jalan 

keluarnya. Hakim sebagai orang yang memimpin dan memutuskan suatu 

perkara di pengadilan wajib memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas 

karena wajib memberi solusi hukum atas perkaranya. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan MK yang 

diajukan, tentunya hakim telah mempertimbangkan berbagai kepentingan 

guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara menyeluruh. 

  Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 

hakim menolak permohonan seluruhnya. Hakim telah menjelaskan, norma 

pemuatan dalam peraturan perundang-undangan dan penentuan prinsip 

syariah telah ditempatkan dengan proporsional dan tepat. Proporsionalitas 
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substansi prinsip syariah sudah seharusnya ditentukan berdasarkan fatwa 

MUI yang telah diberikan kewenangan oleh negara. Adapun kaidah fikih 

yang menerangkan bahwa putusan hakim sebagai sesuatu yang tidak bisa 

dibantahkan dalam menetapkan suatu hukum dari berbagai pendapat, yaitu: 

ٌـ ك  يػ رْف ع  الْْ لا ؼ  ح كْم  الْْ اك م  إ لْز ا
“Keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan”

88 
 

  Dari kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa putusan hakim adalah 

final dan mengikat. Penyelesaian setiap perselisihan perkara yang efektif 

adalah penyelesaian yang dilaksakan di pengadilan. Pemohon yang merasa 

hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengajukan Judicial Review 

pada Mahkamah Konstitusi. Dimana, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar 

konstitusi dan dimasukkan ke dalam komponen/lembaga UUD 1945 untuk 

menegakkan demokrasi, prinsip Negara hukum, konstitusi, perlindungan 

terhadap hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat dari putusannya 

adalah final. 

  Menciptakan kebaikan dari setiap tindakan adalah tujuan syariah 

dalam menetapkan hukum berdasarkan analogi yang parsial dalam 

perkembangannya. Syariat Islam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh 

Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di 

akhirat, dengan patuh pada segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
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Dalam ekonomi dan bisnis, Islam memiliki prinsip bahwa segala hal 

diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

  Imam al-Syatibi juga berpendapat bahwa kesatuan hukum Islam 

berarti kesatuan dalam asal-usulnya, terutama dalam maksudnya. Penetapan 

hukum yang berkaitan dengan masalah teologis didasarkan pada 

pertimbangan motif dalam ushul fiqh dengan menggunakan illat (alasan). 

Menurut beliau, tujuan Tuhan menetapkan syariah adalah untuk kebaikan 

manusia dalam jangka pendek maupun panjang. Mas{lah{ah (kebaikan) 

ditegakkan dalam syariat melalui metode induksi sebagai tema umum dalam 

hukum dan sebagai deskripsi ilahi dari berbagai perintah secara rinci.
89

 

  Sehingga dalam konteks penentuan prinsip syariah dalam kegiatan 

usaha bank syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XIX/2021 dapat dianalisis melalui satu aspek teori mas{lah{ah, yakni:   

 

1. Mas{lah{ah Mursalah 

  Dari segi Bahasa, Mas{lah{ah Mursalah terdiri dari dua suku kata, 

yaitu Mas{lah{ah dan Mursalah. Kata “al-mas{lah{ah” mempunyai kesamaan 

arti maupun wazannya dengan kata “al-manfa’ah”. Kata al-mas{lah{ah dapat 

diartikan dengan kebaikan, kemanfaatan, keselarasan, kepatutan, dan 

kepantasan. 
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  Secara terminologi, para ulama Fiqh mempunyai pendapat masing-

masing untuk kata al-mas{lah{ah. Menurut al-Ghazali, al-mas{lah{ah 

mempunyai makna asli yaitu menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan 

menyingkirkan atau menghindari kemudharatan.
90

 Kemudian kata al-

mursalah artinya terlepas atau bebas. suatu kemaslahatan yang tidak 

ditetapkan oleh syara‟ tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak 

pula terdapat dalil syara‟ yang memerintahkannya.
91 

  Para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa penetapan hukum syara‟ 

dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu 

cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui metode penetapan 

hukum Mas{lah{ah Mursalah, di mana hukum ditetapkan berdasarkan 

kemaslahatan manusia tanpa ada dalil-dalil syara‟ yang secara spesifik 

membahas permasalahan tersebut. Metode ini menjadi dasar bagi istidlal 

sebagai salah satu cara menetapkan hukum..
92

 

  Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang dipakai 

oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus di Pengadilan, 

dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur setiap 
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Khusus di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2010), hlm. 35. 

 91 Mukhsin Nyak Umar, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam, hlm. 21. 
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 Nur Asiah, “Istilah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Hukum 

Diktum, Vol. 14, no. 2, Desember, 2016, hlm. 150. 
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tindakan manusia, dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi 

konsekuensi.
93

  

  Hakim memutus Putusan Mahkamah Konstitusi tentu memiliki 

perimbangan-pertimbangan yang menjadikan apakah suatu putusan itu 

sudah tepat tidak. Pertimbangan ini tidak hanya dari sudut pandang hakim, 

namun juga dari berbagai ahli. Sehingga dapat menimbulkan putusan yang 

berlandaskan kepada kemaslahatan. Dalam kasus ini, setelah adanya 

Putusan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021, telah jelas bahwa apabila otoritas 

penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tetap 

diserahkan kepada MUI. Tidak diserahkan kepada BI atau OJK 

sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Hal demikian, hakim tentu 

mempunyai pertimbangan dalam mencapai putusan tersebut. Dan 

pertimbangan tersebut tentu tidak hanya dari sudut pandang hakim, 

melainkan dari Pemohon dan berbagai ahli di bidang perbankan syariah. 

Sehingga menciptakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan. 

  Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 

65/PUU-XIX/2021 dirasa sudah tepat dan berlandaskan pada mas{lah{ah. 

Karena perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. 

Sehingga perlu adanya kekhususan dalam pengaturannya. Dan karena 

kekhususan ini, maka diperlukan organ khusus dalam penentuan prinsip 

syariah yaitu MUI. Jika diserahkan kepada BI/OJK, maka akan 

menimbulkan kekacauan hukum. BI/OJK akan merasa kesulitan dalam 

                                                             
 93 Nurul Awalia, “Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam 

Perspektif Mas{lah{ah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)”, Skripsi, (Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 44.  
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menetapkan penentuan prinsip syariah karena dirasa kurang berkompeten 

dalam hal itu. Dan juga akan terjadi polarisasi agama, dimana negara 

mencampuri hal agama yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga yang 

berkempoten di bidang agama. 

  Lebih lanjut, jika penetapan prinsip syariah dilakukan oleh MUI 

dan ditetapkan sebagai fatwa, kemudian dari fatwa tersebut dituangkan ke 

dalam PBI atau POJK, maka hal ini menunjukkan bahwa negara 

mengakui, melindungi, menghormati dan memfasilitasi umat Islam dalam 

menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan agamanya. Hal ini sejalan 

dengan Pasal 29 UUD 1945. 

  Kemudian Pemohon berpendapat bahwa detail prinsip syariah yang 

seharusnya diatur dalam tingkat UU Perbankan Syariah dan tidak 

didelagasikan kepada MUI.
94

 Dalam hal ini, penulis tidak sependapat 

dengan Pemohon. Karena perbankan syariah berkaitan dengan ekonomi. 

Dan ekonomi sendiri merupakan hal yang berkembang dengan cepat dan 

mengikuti seiring dengan perkembangan zaman.  

  Maka dari itu, apabila penentuan prinsip syariah dituangkan 

langsung dalam UU Perbankan Syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi 

terjedanya hukum dengan waktu yang lama. Hal ini dengan pertimbangan 

dari kekurangan mekanisme proses pembuatan UU yang tidak bisa 

diproses dengan cepat dan memakan waktu yang lama. Sehingga justru 

berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Penentuan prinsip syariah 

                                                             
94 Sri Pujianti, “Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional”, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023. 
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melalui fatwa lalu dituangkan kedalam PBI/POJK justru dinilai lebih 

mengandung kemaslahatan. Karena pengaturan yang didasarkan oleh 

fatwa dapat menjadikan pengukuran prinsip syariah jauh lebih fleksibel. 

Dibanding jika diatur di dalam UU.  

  Fleksibilitas sangat diperlukan dalam hal ekonomi. Ekonomi yang 

fleksibel memungkinkan suatu sistem ekonomi untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan dan tantangan zaman. Dalam rangka menghadapi 

tantangan yang terus berubah, fleksibilitas ekonomi menjadi faktor penting 

dalam mempromosikan stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing ekonomi 

sebuah negara. Ekonomi yang menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

tantangan zaman akan berjalan dengan perkembangan yang pesat. 

Sehingga membuat dinamika hukum mengenai ekonomi syariah juga bisa 

berkembang dengan cepat. Maka dari itu, diperlukan pula produk hukum 

yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan 

ini. Dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI. Hal ini sejalan dengan tujuan 

syariah. Menurut Imam al-Syatibi, dilahirkannya syariah demi 

kemaslahatan manusia baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
95
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Delegasi kewenangan penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha 

bank syariah telah menjadi subjek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

65/PUU-XIX/2021. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai batas-

batas delegasi kewenangan yang diberikan kepada pihak berwenang 

dalam menentukan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank 

syariah. Dalam hal ini, yang berwenang dalam menentukan prinsip 

syariah adalah MUI. Jika otoritas yang menetapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam perbankan syariah tidak lagi MUI, tetapi digantikan oleh BI 

atau OJK seperti yang diminta oleh Pemohon, hal ini berpotensi 

menimbulkan beberapa masalah yang dapat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum terkait dengan kekhususan penyelenggaraan 

perbankan syariah. Ini karena kekhususan dalam pengaturan perbankan 

syariah terletak pada keterlibatan organ lain dalam menetapkan prinsip-

prinsip syariah. Selain itu, penetapan prinsip-prinsip syariah akan 

dilakukan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang 

mewakili kepentingan mayoritas umat Islam. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang di 

dalamnya membahas tentang pendelegasian penentuan prinsip syariah 

dalam keegiatan usaha bank syariah mengandung mas{lahah di dalamnya. 
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Al-Mas{lah{ah menurut al-Bu>ti secara bahasa bermakna manfaat. Secara 

istilah, mas}lah{ah bemakna “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan 

oleh syariat untuk kepentingan hambanya. Baik dalam menjaga agama, 

jiwa, akal keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang 

terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”. oleh karena itu, 

analisis mas{lah{ah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XIX/2021 menganalisis satu aspek yang termasuk dalam mas{lah{ah yaitu 

mas{lah{ah mursalah. Fleksibilitas ekonomi memungkinkan suatu sistem 

ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul 

di era ini. Untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, 

kemampuan ekonomi untuk beradaptasi menjadi elemen yang signifikan 

dalam mendorong stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing ekonomi suatu 

negara. Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi islam, seringkali 

transaksi dan produk perekonomian jauh lebih cepat dari perkembangan 

hukumnya. Sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum 

ada di dalam al-Qur‟an maupun dalam hadits. Dalam hal ini peran DSN-

MUI sangat penting untuk mengimbangi perkembangan ekonomi yang 

cepat. Lalu, apabila penentuan prinsip syariah dituangkan langsung dalam 

UU Perbankan Syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi terjedanya 

hukum dengan waktu yang lama. Hal ini mengacu pada kekurangan 

mekanisme proses pembuatan UU yang tidak bisa diproses dengan cepat 

dan memakan waktu yang lama. Sehingga justru berpotensi terjadinya 

kekosongan hukum. Penentuan prinsip syariah melalui fatwa lalu 
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dituangkan kedalam PBI/POJK justru dinilai lebih mengandung 

kemaslahatan. 

B. Saran 

  Seiring dengan kebutuhan yang terjadi di kalangan lembaga 

keuangan syariah, penulis merekomendasikan agar putusan ini dapat 

disosialisasikan dari pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan 

agar masyarakat memahami bahwa badan yang memiliki otoritas dalam 

penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah Fatwa 

DSN-MUI.
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